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Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola interaksi antara pelaku usaha dan konsumen,
sekaligus menimbulkan tantangan baru terkait kualitas layanan dan perlindungan konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan digital, perlindungan konsumen, dan
kepuasan pelanggan, serta mengkaji peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam
ekosistem ekonomi digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi
literatur bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan, yang dianalisis menggunakan
teknik analisis tematik. Sebanyak 87 sumber literatur digunakan dalam analisis ini. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kualitas layanan digital yang mencakup keamanan data, transparansi informasi,
dan kecepatan respons berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan kepuasan konsumen.
Namun, masih terdapat berbagai tantangan seperti asimetri informasi, kegagalan layanan, lemahnya
mekanisme pengaduan, serta keterbatasan peran BPKN dalam aspek kewenangan dan koordinasi
kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang adaptif, peningkatan kapasitas
kelembagaan BPKN, serta literasi digital konsumen untuk mewujudkan ekosistem digital yang adil,
aman, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kualitas Layanan, Perlindungan Konsumen, Digital.

Abstract

The development of the digital economy has fundamentally transformed the patterns of interaction
between businesses and consumers, while simultaneously introducing new challenges related to
service quality and consumer protection. This study aims to analyze digital service quality, consumer
protection, and customer satisfaction, as well as to examine the role of the National Consumer
Protection Agency (Badan Perlindungan Konsumen Nasional/BPKN) within the digital economy
ecosystem. The research employs a qualitative approach using a literature review method, drawing
on scholarly journal articles, academic books, and policy documents, which are analyzed through
thematic analysis techniques. A total of 87 literature sources were utilized in this study. The findings
indicate that digital service quality—encompassing data security, information transparency, and
responsiveness—has a significant influence on consumer trust and satisfaction. However, several
challenges persist, including information asymmetry, service failures, weak complaint-handling
mechanisms, and limitations in BPKN’s authority and institutional coordination. Therefore,
strengthening adaptive regulatory frameworks, enhancing BPKN’s institutional capacity, and
improving consumer digital literacy are essential to fostering a fair, secure, and sustainable digital
ecosystem.
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PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah
mengubah secara fundamental pola interaksi antara
pelaku usaha dan konsumen, terutama melalui
pemanfaatan platform daring, e-commerce, serta
layanan berbasis aplikasi (Barykin et al., 2020; Rita et
al., 2019; Verhoef et al., 2016). Transformasi ini tidak
hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga
memperluas akses pasar dan mempercepat arus
informasi secara global. (Syamsiah et al., 2024,
Sutomo, 2025; Mirzaye & Mohiuddin, 2025; He et
al., 2024). Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi
digital menunjukkan tren signifikan yang didorong
oleh penetrasi internet dan adopsi teknologi digital
oleh masyarakat (Zainuddin et al., 2025; Artanti et
al,, 2025). Namun demikian, di balik peluang
tersebut, muncul tantangan baru terkait kualitas
layanan vyang berdampak langsung terhadap
perlindungan konsumen dan kepuasan pelanggan
dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.

Kualitas layanan merupakan konsep
multidimensional yang merujuk pada kemampuan
suatu penyedia jasa dalam memenuhi atau
melampaui harapan konsumen secara konsisten.
Parasuraman et al. (1988) mendefinisikan kualitas
layanan sebagai kesenjangan antara harapan
pelanggan dan kinerja layanan yang dirasakan,
sedangkan Gronroos (1984) menekankan bahwa
kualitas layanan mencakup dimensi teknis (apa yang
diberikan) dan fungsional (bagaimana layanan
diberikan). Dalam konteks ekonomi digital, kualitas
layanan, tidak lagi terbatas pada dimensi tangibles,
reliability, responsiveness, assurance, dan empathy
sebagaimana dikemukakan dalam model SERVQUAL,
melainkan berkembang ke arah integrasi sistem
digital, keamanan data, transparansi informasi, serta
kecepatan respons berbasis teknologi (Parasuraman
et al. 1985; Ighomereho et al., 2022; Apidana &
Prasetyo, 2023; Yovian & Pratama, 2025; He et al.,
2024; (Jabri & Ahmad, 2025)) Sejumlah penelitian
menunjukkan bahwa kualitas layanan digital
memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat
kepercayaan dan kepuasan pelanggan (Parasuraman
et al.,, 2005; Blut et al., 2015; Rita et al., 2019).
Namun, kompleksitas transaksi digital juga
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meningkatkan potensi risiko seperti penipuan online,
kebocoran data pribadi, serta ketidaksesuaian produk,
yang pada akhirnya menuntut adanya sistem
perlindungan konsumen yang lebih adaptif dan responsif
terhadap perkembangan teknologi (Zainuddin et al.,
2025; Rahman et al., 2023; OECD, 2010).

Perlindungan konsumen merupakan segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberikan perlindungan kepada konsumen dari
praktik yang merugikan. Menurut Ihwanudin et al.,
(2025), perlindungan konsumen berkaitan dengan upaya
menjaga hak-hak konsumen dalam memperoleh
informasi, keamanan, dan kepuasan atas produk atau
jasa. Sementara itu, OECD (2010) mendefinisikan
perlindungan konsumen sebagai kerangka kebijakan dan
regulasi yang bertujuan untuk memastikan transaksi
yang adil, transparan, dan aman bagi konsumen.

keberadaan Badan Perlindungan Konsumen
Nasional (BPKN) memiliki peran strategis sebagai
lembaga yang memberikan rekomendasi kebijakan
kepada pemerintah serta melakukan advokasi bagi
konsumen (Pratama et al.,, 2025). BPKN diharapkan
mampu menjembatani kepentingan antara konsumen
dan pelaku usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi
digital (Fadzilah et al., 2025). Namun, efektivitas peran
BPKN dalam mengawal kualitas layanan digital masih
menjadi pertanyaan, mengingat masih tingginya jumlah
pengaduan konsumen serta belum optimalnya
mekanisme pengawasan berbasis digital (Rahman et al.,
2025; Rahman et al., 2023).

Sejumlah studi terdahulu lebih banyak
menekankan hubungan kuantitatif antara kualitas
layanan dan kepuasan pelanggan tanpa mengkaji secara
mendalam aspek perlindungan konsumen dalam
konteks kelembagaan. Misalnya, penelitian oleh Blut et
al. (2015) dan Rita et al. (2019) berfokus pada e-service
quality dan dampaknya terhadap customer satisfaction,
tetapi belum memasukkan variabel perlindungan
konsumen sebagai bagian integral dari analisis.
Sementara itu, penelitian Rahman et al. (2023) dan
Hamdi et al. (2025) menyoroti tantangan perlindungan
konsumen di era digital, namun belum mengaitkannya
secara komprehensif dengan kualitas layanan dan peran
lembaga seperti BPKN. Hal ini menunjukkan adanya
kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui
pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual.
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Kesenjangan
pendekatan metodologis yang dominan kuantitatif,
sehingga belum mampu menggali secara mendalam
dinamika interaksi antara kualitas layanan,
perlindungan konsumen, dan kepuasan pelanggan.
Padahal, dalam konteks ekonomi digital yang
kompleks, pendekatan kualitatif diperlukan untuk
memahami fenomena secara lebih komprehensif,
termasuk persepsi konsumen, praktik pelaku usaha,
serta peran institusi seperti BPKN dalam membentuk
ekosistem perlindungan konsumen yang efektif.
Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi
kekosongan tersebut melalui kajian kualitatif yang
menempatkan BPKN sebagai aktor kunci dalam
analisis.

Pentingnya penelitian ini terletak pada
urgensi penguatan sistem perlindungan konsumen
di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.
Tanpa kualitas layanan yang baik dan sistem
perlindungan yang memadai, kepercayaan
masyarakat terhadap ekosistem digital dapat
menurun, yang pada akhirnya berdampak pada
keberlanjutan ekonomi digital itu sendiri. Selain itu,
penelitian ini juga relevan dalam mendukung
perumusan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-
based policy), khususnya dalam meningkatkan peran
lembaga perlindungan konsumen sebagai lembaga
yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan

kebutuhan konsumen modern (OECD, 2024,
UNCTAD, 2017; Masturi et al., 2025).
Tujuan penelitian ini adalah untuk

menganalisis secara mendalam kualitas layanan
dalam konteks ekonomi digital serta kaitannya
dengan perlindungan konsumen dan kepuasan
pelanggan, dengan fokus pada peran BPKN.
Ekonomi digital dalam penelitian ini dipahami
sebagai aktivitas ekonomi yang berbasis pada
teknologi digital, termasuk transaksi elektronik,
platform digital, dan integrasi data vyang
memengaruhi perilaku konsumen dan model bisnis
(Bukht & Heeks, 2017; Tapscott, 1997). Penelitian ini
juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan
yang dihadapi dalam implementasi perlindungan
konsumen digital serta merumuskan strategi
penguatan peran BPKN dalam meningkatkan
kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.
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lainnya  terletak pada Penelitian ini  menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode studi literatur (library
research) yang bertujuan untuk mengkaji secara

mendalam berbagai sumber ilmiah, laporan kebijakan,
dan regulasi terkait. Pendekatan kualitatif dipilih karena
mampu memberikan pemahaman yang lebih
komprehensif dan kontekstual terhadap fenomena yang
kompleks, khususnya dalam menganalisis hubungan
antara kualitas layanan digital, perlindungan konsumen,
dan peran kelembagaan BPKN (Creswell & Creswell,
2018; Merriam, 2009). Dengan pendekatan kualitatif,
penelitian ini diharapkan mampu memberikan
pemahaman yang lebih kontekstual dan komprehensif
terhadap fenomena yang diteliti.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada
integrasi tiga aspek utama, yaitu kualitas layanan,
perlindungan konsumen, dan kepuasan pelanggan

dalam satu kerangka analisis yang dikaji melalui
perspektif kelembagaan BPKN. Berbeda dengan
penelitian sebelumnya vyang cenderung parsial,

penelitian ini menawarkan pendekatan holistik yang
menggabungkan dimensi layanan digital dengan aspek
regulasi dan kelembagaan. Selain itu, penggunaan
pendekatan kualitatif memberikan kontribusi dalam
memperkaya literatur yang selama ini didominasi oleh
studi kuantitatif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam
pengembangan ilmu manajemen layanan, perlindungan
konsumen, serta kebijakan publik di era ekonomi digital.
Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman
mengenai hubungan antara kualitas layanan dan
perlindungan konsumen dalam konteks digital. Secara
praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
rekomendasi bagi BPKN dan pemangku kepentingan
lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang
lebih efektif untuk meningkatkan kualitas layanan dan
perlindungan konsumen di Indonesia.

METODE

Penelitian ini  menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode studi literatur (literature
review) untuk menganalisis  kualitas layanan,
perlindungan konsumen, dan kepuasan pelanggan
dalam era ekonomi digital, serta mengkaji peran BPKN.
Pendekatan  kualitatif  dipilih  karena  mampu
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memberikan pemahaman yang mendalam terhadap
fenomena sosial yang kompleks, termasuk dinamika
interaksi antara konsumen, pelaku usaha, dan
lembaga perlindungan konsumen dalam ekosistem
digital. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji
berbagai sumber ilmiah seperti jurnal internasional
bereputasi, buku akademik, laporan lembaga resmi,
serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik
penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti
untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan temuan
empiris yang telah dikembangkan dalam penelitian
sebelumnya (Creswell & Creswell, 2018; Snyder,
2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
penelusuran database ilmiah seperti Scopus, Google
Scholar, dan portal jurnal nasional terakreditasi
SINTA, dengan menggunakan kata kunci seperti “e-
service quality,” “consumer protection,” “digital
economy,” dan “BPKN.” Data yang diperoleh
kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis
tematik untuk mengidentifikasi isu-isu utama,
kesenjangan penelitian, serta peran strategis BPKN
dalam perlindungan konsumen digital. Analisis
dilakukan secara sistematis dengan proses reduksi
data, kategorisasi, dan interpretasi untuk
menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.
Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan
perbandingan hasil penelitian terdahulu guna
memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan
(Sugiyono, 2019; Xiao & Watson, 2019). Dengan
metode ini, penelitian diharapkan mampu
memberikan kontribusi konseptual yang kuat serta
rekomendasi kebijakan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kualitas Layanan dan Dinamika Perlindungan
Konsumen dalam Ekonomi Digital

Transformasi ekonomi digital telah
membawa perubahan signifikan dalam pola
layanan kepada konsumen, di mana interaksi
tidak lagi bersifat langsung, melainkan berbasis
sistem teknologi dan platform digital (Barykin et
al., 2020; Laudon & Traver, 2021; Chaffey, 2015;
Verhoef et al., 2016; Zainuddin et al., 2025).
Kualitas layanan dalam konteks ini mengalami
perluasan makna, tidak hanya mencakup aspek
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keandalan dan responsivitas, tetapi juga mencakup
keamanan data, transparansi informasi, serta
kemudahan akses layanan (Jabri & Hamad, 2025;
Yovian & Pratama, 2025; Tamaya & Irawan, 2025).
Temuan dari berbagai literatur menunjukkan bahwa
konsumen digital memiliki ekspektasi yang lebih
tinggi terhadap kecepatan, akurasi, dan keamanan
layanan yang diberikan oleh pelaku usaha
(Parasuraman et al., 2005; Blut, 2016; Rita et al.,
2019; Jabri & Ahmad, 2025; Laudon & Traver, 2021).
Hal ini menandakan bahwa kualitas layanan menjadi
faktor kunci dalam membangun kepercayaan
konsumen di era digital (Parasuraman et al., 2005;
Blut, 2016; Rita et al., 2019; Jabri & Ahmad, 2025;
Muchlis & Kirana, 2025).

Dalam praktiknya, dinamika kualitas layanan
digital sering kali dihadapkan pada berbagai
tantangan, seperti ketidaksesuaian antara informasi
produk dan realitas, lambatnya respons terhadap
keluhan, hingga risiko kebocoran data pribadi
(OECD, 2020; UNCTAD, 2017; Laudon & Traver,
2021; Rahman et al., 2023; Masturi et al., 2025; He
et al., 2024; Rahmadani et al., 2024). Fenomena ini
menunjukkan bahwa kualitas layanan digital belum
sepenuhnya mampu menjamin perlindungan
konsumen secara optimal (Sari et al., 2025; Natasya,
2025). Bahkan, dalam beberapa kasus, konsumen
berada pada posisi yang lebih rentan akibat asimetri
informasi dan keterbatasan mekanisme pengaduan
yang efektif (Melisa et al., 2025; Akerlof, 1970;
Agustini et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan
bahwa peningkatan kualitas layanan harus diiringi
dengan penguatan sistem perlindungan konsumen
yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan
bahwa terdapat hubungan erat antara kualitas
layanan digital dan tingkat kepuasan pelanggan
(Noventa, 2025; Billyarta & Sudarusman, 2021;
Sundaram et al.,, 2017; Wisnel et al., 2022).
Konsumen yang mendapatkan layanan yang cepat,
aman, dan transparan cenderung memiliki tingkat
kepuasan yang lebih tinggi serta loyalitas yang kuat
terhadap platform atau pelaku usaha tertentu (Rita
et al., 2019; Sundaram et al., 2017; Wisnel et al.,
2022; Blut, 2016; Jabri & Ahmad, 2025; Cahyani et
al., 2024). Sebaliknya, kegagalan layanan (service
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failure) dapat menurunkan tingkat kepercayaan
dan memicu ketidakpuasan konsumen (Tax et
al.,, 1998; Maxham & Netemeyer, 2002;
Holloway et al., 2009; Rita et al., 2019; Billyarta
& Sudarusman, 2021); Saprudin et al., 2025.
Oleh karena itu, kualitas layanan tidak hanya
berdampak pada pengalaman konsumen secara
individu, tetapi juga memengaruhi reputasi dan
keberlanjutan bisnis secara keseluruhan.

Namun  demikian, penelitian ini
menemukan bahwa sebagian besar pelaku
usaha masih berorientasi pada aspek efisiensi
dan keuntungan, sehingga kurang memberikan
perhatian yang memadai terhadap aspek
perlindungan konsumen (Rachmawati et al.,
2025; Panjaitan, 2021). Hal ini terlihat dari
minimnya transparansi dalam syarat dan
ketentuan layanan (Kacaribu & Revida, 2024),
serta kurang optimalnya mekanisme
penyelesaian sengketa. Yuliska, 2025;
Kurniyanto, 2018) Padahal, dalam ekosistem
digital yang kompetitif, perlindungan konsumen
merupakan elemen penting dalam menciptakan
kepercayaan jangka panjang. Dengan demikian,
diperlukan keseimbangan antara peningkatan
kualitas layanan dan tanggung jawab
perlindungan konsumen (Indradewi, 2020;
Panjaitan, 2021).

Kesenjangan lain yang teridentifikasi
adalah belum terintegrasinya standar kualitas
layanan digital dengan regulasi perlindungan
konsumen secara komprehensif (Tamrin, 2025;
Novita & Santoso, 2021). Banyak regulasi yang
masih  bersifat konvensional dan belum
sepenuhnya  mengakomodasi  karakteristik
transaksi digital yang dinamis dan lintas batas
(Masturi et al., 2025; Suryantoro, 2025).
Akibatnya, terdapat celah hukum yang dapat
dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk
menghindari  tanggung jawab  terhadap
konsumen. Kondisi ini menegaskan pentingnya
pembaruan regulasi yang lebih responsif dan
berbasis teknologi (Suratno et al., 2024).

Dari perspektif konsumen, literasi digital
juga menjadi faktor penting yang memengaruhi
kemampuan dalam menilai kualitas layanan dan
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memahami hak-haknya sebagai konsumen (Suratno
et al.,, 2024). Rendahnya literasi digital dapat
meningkatkan risiko kerugian, terutama dalam
menghadapi praktik-praktik bisnis yang tidak
transparan (Harius & Kusumaningtyas, 2025;
Muhidin, 2025). Oleh karena itu, upaya peningkatan
kualitas layanan harus diiringi dengan edukasi
konsumen agar lebih kritis dan selektif dalam
melakukan transaksi digital.

Kualitas  layanan dan  perlindungan
konsumen merupakan dua aspek yang saling terkait
dan tidak dapat dipisahkan dalam ekonomi digital.
Kualitas layanan yang baik akan memperkuat
perlindungan  konsumen, sementara sistem
perlindungan yang kuat akan mendorong pelaku
usaha untuk meningkatkan standar layanan mereka.
Dengan demikian, sinergi antara kedua aspek ini
menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital
yang adil, aman, dan berkelanjutan.

Peran Strategis BPKN dalam Penguatan
Perlindungan Konsumen dan Kepuasan Pelanggan

BPKN memiliki posisi strategis dalam sistem
perlindungan konsumen di Indonesia (Priambodo et
al., 2025), khususnya dalam menghadapi tantangan
ekonomi digital (Saputra et al., 2023). Sebagai
lembaga yang berfungsi memberikan rekomendasi
kebijakan kepada pemerintah, BPKN diharapkan
mampu  merespons dinamika perkembangan
teknologi dan dampaknya terhadap konsumen
(Pratama et al., 2025; Rusdi et al., 2022). Dalam
konteks ini, BPKN tidak hanya berperan sebagai
pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang
menjembatani kepentingan antara konsumen dan
pelaku usaha (Riski et al., 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran
BPKN dalam perlindungan konsumen digital masih
menghadapi berbagai kendala, terutama terkait
keterbatasan kewenangan operasional dan sumber
daya (Purnomo, 2025; Pembayun & Gunawan,
2025). BPKN lebih banyak berfungsi sebagai lembaga
pemberi rekomendasi, sehingga implementasi
kebijakan sangat bergantung pada instansi lain.
Kondisi ini menyebabkan respon terhadap
permasalahan konsumen digital sering kali tidak
cukup cepat dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan
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penguatan kelembagaan agar BPKN dapat
berperan lebih aktif dalam pengawasan dan
penegakan perlindungan konsumen (Priambodo
et al., 2025).

Selain itu, BPKN juga memiliki peran
penting dalam meningkatkan literasi konsumen
melalui edukasi dan sosialisasi (Saefullah et al.,
2025; Amelia et al., 2025). Dalam era digital,
konsumen dituntut untuk lebih memahami hak
dan kewajibannya, serta mampu
mengidentifikasi potensi risiko dalam transaksi
online (Bhagaskara & Tarina, 2024; A’yuni et al.,
2025). Program edukasi yang dilakukan oleh
BPKN menjadi salah satu upaya strategis dalam
membangun  kesadaran  konsumen  dan
meningkatkan  kualitas  interaksi  antara
konsumen dan pelaku usaha (Risky et al., 2025;
Maulidia et al., 2022) Dengan literasi yang baik,
konsumen akan lebih mampu menuntut kualitas
layanan yang sesuai dengan standar yang
diharapkan.

Dalam kaitannya dengan kualitas
layanan, BPKN juga berperan dalam mendorong
pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip
perlindungan konsumen dalam operasional
bisnis mereka (Taufikkurrahman, 2016; Shofie,
2013). BPKN berfungsi melindungi hak-hak
konsumen serta mendorong kesetaraan dalam
transaksi bisnis (Ramadhan & Sudiro, 2025). Hal
ini dapat dilakukan melalui penyusunan
rekomendasi kebijakan, standar layanan, serta
advokasi terhadap praktik bisnis yang
berkeadilan (Pratama et al., 2025; Priambodo et
al., 2025). BPKN dapat menjadi katalisator dalam
menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya
berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada
kepuasan dan perlindungan konsumen.

Penelitian ini juga menemukan bahwa
koordinasi antara BPKN dan lembaga terkait
masih perlu ditingkatkan (Aprilianti, 2020; DPRD,
2023; BPHN, 2020). Dalam sistem perlindungan
konsumen, terdapat berbagai instansi yang
memiliki  peran  masing-masing,  seperti
kementerian, lembaga pengawas, dan otoritas
sektor tertentu (Ridha et al., 2024). Kurangnya
koordinasi dapat menyebabkan tumpang tindih
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kebijakan atau bahkan kekosongan pengawasan
dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, diperlukan
sinergi yang lebih kuat antar lembaga, pelaku usaha,
dan konsumen untuk memastikan perlindungan
konsumen yang efektif (Putri et al., 2024).

Penggunaan teknologi yang tepat mampu
membuka peluang baru, meningkatkan efisiensi,
serta membantu perusahaan tetap relevan dan
kompetitif dalam menghadapi tantangan global
yang semakin kompleks (Deary et al., 2025). Hal ini
membuka peluang bagi BPKN untuk
mengoptimalkan perannya melalui pemanfaatan
sistem digital (Silalahi, 2022; Gunawan et al., 2025),
seperti platform pengaduan online dan analisis data
konsumen. Dengan memanfaatkan teknologi, dapat
meningkatkan efisiensi (Yulanda et al.,, 2025),
terutama dalam menangani pengaduan serta
mengidentifikasi tren permasalahan yang dihadapi
konsumen. Hal ini akan memperkuat fungsi BPKN
sebagai lembaga yang responsif dan berbasis data.

BPKN memiliki peran strategis dalam
memperkuat  perlindungan  konsumen  dan
meningkatkan kualitas layanan di era ekonomi
digital. Namun, untuk menjalankan peran tersebut
secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan,
peningkatan koordinasi antar lembaga, serta
pemanfaatan teknologi secara maksimal. Dengan
langkah-langkah tersebut, BPKN diharapkan mampu
menjadi pilar utama dalam menciptakan ekosistem
ekonomi digital yang berkeadilan dan berorientasi
pada kepuasan konsumen.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas
layanan digital dan perlindungan konsumen merupakan
dua aspek yang saling berkaitan dalam membentuk
kepercayaan, kepuasan, dan loyalitas pelanggan di era
ekonomi digital. Transformasi digital telah memperluas
dimensi kualitas layanan, tidak hanya pada keandalan
dan responsivitas, tetapi juga mencakup keamanan data,
transparansi informasi, dan kemudahan akses. Namun,
temuan penelitian menegaskan bahwa masih terdapat
berbagai tantangan, seperti service failure, asimetri
informasi, serta lemahnya mekanisme pengaduan yang
menyebabkan konsumen berada pada posisi rentan.
Selain itu, orientasi pelaku usaha yang masih dominan
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pada efisiensi dan keuntungan memperlemah
implementasi perlindungan konsumen. Kesenjangan
regulasi dan belum terintegrasinya standar layanan
digital dengan kebijakan perlindungan konsumen
semakin memperkuat urgensi pembaruan sistem
yang lebih adaptif, komprehensif, dan berbasis
teknologi.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan
upaya strategis untuk memperkuat sinergi antara
kualitas layanan dan perlindungan konsumen.
Pemerintah perlu memperbarui regulasi agar lebih
responsif terhadap dinamika ekonomi digital,
termasuk integrasi standar layanan digital dengan
kebijakan perlindungan konsumen. BPKN perlu
diperkuat secara kelembagaan, baik dari aspek
kewenangan, sumber daya, maupun pemanfaatan
teknologi digital dalam pengawasan dan penanganan
pengaduan. Pelaku usaha diharapkan tidak hanya
berorientasi pada efisiensi, tetapi  juga
mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas,
dan perlindungan konsumen. Selain itu, peningkatan
literasi digital konsumen perlu dilakukan secara
berkelanjutan agar masyarakat lebih kritis dan
mampu melindungi dirinya dalam transaksi digital.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji
model integrasi antara e-service quality dan regulasi
perlindungan konsumen secara lebih empiris dan
kontekstual.
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